WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Daerah perlu dilaksanakan penyajian laporan keuangan
Pemerintah Daerah yang menganut prinsip tepat waktu dan disusun dalam
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dalam penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan mengikuti Standar
Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ditegaskan bahwa Kepala
Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

U e P




10.

11.

-

Negara Republik Indone;ia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan
Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2607 nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4418);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009
Nomor 2 Seri E.2);

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007
Nomor 5 Seri E.4);

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E.63);

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Panjang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2009 Nomor 2 Seri A.1);
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Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8
Seri E.5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah
meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang
diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu
secara sistematis untuk satu periode.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
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konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di
antara dua laporan keuangan tahunan.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

Basis Akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang
timbul dari transaksi keuangan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan / atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang
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signifikan.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas
lain termasuk dari wajib pajak/wajib bayar.

Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan
perundang-undangan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan
pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
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bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tabun
anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiKPA
adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya suatu informasi
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau
penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan yang
tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang
dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji
terjadi.

Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.



BABII
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pertama
UMUM

Pasal 2
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah  merupakan pedoman dalam
pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:

a. kerangka dasar kebijakan akuntansi

b. kebijakan akuntansi realisasi anggaran

c. kebijakan akuntansi pos pos neraca

d. kebijakan akuntansi laporan arus/aliran kas

e. entitas pelaporan keuangan

Bagian Kedua
Kerangka Dasar Kebijakan Akuntansi
Pasal 4

Peranan Pelaporan Keuangan

(1) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang selama satu periode pelaporan.

(2) Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melaporkan upaya-upaya yang

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara



-10-

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan-

kepentingan sebagai berikut:

a.

akuntabilitas;

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

manajemen;

membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan
fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
transparansi;

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui  secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.

keseimbangan Antergenerasi (Intergenerational equity)

membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan
pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Pasal 5
Tujuan Pelaporan Keuangan

(1) Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan sebagai berikut:

a.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan

peraturan perundang-undangan;
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menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah

dicapai;

menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari

pungutan pajak dan pinjaman; dan

menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja,

transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan

arus kas suatu entitas pelaporan.

Pasal 6

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah

Kota Padang Panjang adalah anggapan yang diterima sebagai suatu

kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan.

Asumsi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a.

kemandirian entitas;
asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi,

berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri
dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam

pelaporan keuangan.

kesinambungan entitas;

laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan

berlanjut keberadaannya.
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C. keterukuran dalam satuan uang (Monetary Measurement);
laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam

akuntansi.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi kemandirian entitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) poin a di atas adalah adanya kewenangan entitas
untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab

penuh.

Implikasi dari asumsi kesinambungan entitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) poin b di atas adalah pemerintah daerah diasumsikan tidak
bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka

pendek.
PASAL 7

Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya,
serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan

Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:
a. Dbasis akuntansi;

basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah
Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca; terdiri

atas:

1. basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
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2. basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan

ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau
dibayar oleh kas daerah.

b. prinsip nilai perolehan; dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai
wajar dari imbalan {consideration) untuk memperoleh Aset

tersebut pada saat perolehan;

Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan
untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam

pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

c. prinsip realisasi; dengan maksud sebagai berikut:

1.

ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui
APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk
membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
prinsip layak temu biaya-pendapatan {matching-cost against
revenue principle), sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi

sektor swasta, tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah.

prinsip substansi mengungguli formalitas; dengan pengertian sebagai

berikut;

1.

informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka
transaksi ‘atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya

mengikuti aspek formalitasnya.

apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut
harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

prinsip periodisitas; dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah

dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja

pemerintah daerah  dapat diukur dan posisi sumber daya yang
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dimilikinya dapat ditentukan.

2. periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah
tahunan, namun periode semesteran juga diperkenankan.
f. prinsip konsistensi; dengan ketentuan sebagai berikut:
1. perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip

konsistensi internal);

2. prinsip konsistensi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, tidak
berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode

akuntansi ke metode akuntansi yang lain;

3. metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa
metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih

baik dari metode yang lama.

4. pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan
metode akuntnasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, harus

diungkapkan dalam laporan keuangan.

g prinsip pengungkapan lengkap (Full Disclosure Principle};
laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar
muka {on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan

keuangan.
h. prinsip penyajian wajar (Fair Presentation Principle)
laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan

Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah
daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan

tertentu.

Ketidakpastian seperti dimaksud pada ayat (3) di atas, diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah.
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Pertimbangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dia atas,

mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan
terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya;
pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau
pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan
belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah
daerah tidak netral dan tidak andal.

Bagian Ketiga
Kebijakan Akuntansi Realisasi Anggaran

Pasal 8

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan,

belanja dan pembiayaan.

(1)

)

3

(4)

)

(6)

Pasal 9

Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan
pada saat kas diterima di Kas Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah
pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode
akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang
dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi
atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan.
Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya,
dicatat sebagai belanja tidak terduga dicatat sebagai pengurang ekuitas dana
lancar.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan
pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang

pendapatan.
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Pasal 10
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh pengguna anggaran.
Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode
pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja dan apabila diterima

pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pasal 11
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar
harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pasal 12

Pengeluaran anggaran untuk belanja barang yang memberi manfaat lebih satu
periode akuntansi dan bersifat tidak rutin akan dikapitalisir dikelompokan ke
dalam Belanja Modal apabila pengeluaran tersebut melebihi jumlah Rp.
300.000 per satuan barang.
Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan yang sifatnya tidak rutin dan
memberikan manfaat lebih satu periode akuntansi akan dikapitalisir apabila
melebihi jumlah untuk masing-masing belanja pemeliharaan; dengan batasan
sebagai berikut:
a. belanja perawatan kendaraan bermotor; yang terdiri atas:

1. belanja jasa servis Rp. 1.500.000,00

2. belanja penggantian suku cadang Rp 3.000.000,00
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b. belanja pemeliharaan; yang meliputi:
1. belanja pemeliharaan jalan Rp. 10.000.000,00
2. belanja pemeliharaan jembatan Rp. 10.000.000,00
3. Belanja Pemeliharaan gedung dan kantor  Rp. 10.000.000,00
4. belanja penggantian suku cadang komputer Rp.  500.000,00

per unit.

Pasal 13

(1) Transaksi pembiayaan penerimaan dicatat dengan menggunakan azas bruto,
yaitu pembiayaan penerimaan dicatat sebesar nilai brutonya yang tidak
dikompensasikan dengan pengeluaran.

(2) Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Daerah.

(3) Transaksi pembiayaan pengeluaran dicatat dengan menggunakan azas bruto.

(4) Pembiayaan pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Daerah.

Bagian Keempat
Kebijakan Akuntansi Pos Pos Neraca

Paragraf Pertama
UMUM
Pasal 14

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal
tertentu mengenai :

a. Aset;

b. Kewajiban; dan

¢. Ekuitas dana.

Paragraf Kedua
ASET

Pasal 15
Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap, dan aset lainnya
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Pasal 16

Aset lancar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13, antara lain kas dan setara

kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Pasal 17

Kas dan setara kas terdiri dari:

a.

(M

)

3

Kas dan Bank yang terdiri atas Kas di Kas Daerah, dan Kas di Bendahara

Pengeluaran.

Kas dan Bank adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat

digunakan.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal
uang.

Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi
berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi

Setara kas antara lain deposito jangka pendek dan investasi jangka pendek
yang jangka waktu pencairannya kurang dari tiga bulan.

Deposito Berjangka adalah simpanan alat pembayaran yang sah pada bank
yang tidak setiap saat dapat digunakan, tergantung jangka wakuw
penyimpanan.

Pengakuan dan penilaian pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan

nilai nominal uang.

Pasal 18
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang
diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
Piutang dikelompokkan menjadi bagian lancar penjualan angsuran, bagian
lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, bagian
lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, piutang pajak, piutang
retribusi, piutang dana bagi hasil, piutang DAU, piutang DAK dan piutang
lain-lain.
Pengakuan pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai surat

ketetapan/keputusan yang belum diterima kasnya.
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Pasal 19

(1) Persediaan merupakan barang yang dijual dalam rangka pemberian pelayanan

atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi yang meliputi:

a.

(2) Persediaan disajikan sebesar: K< x-’\-"" -

a.

barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
rangka kegiatan operasional pemerintah;

bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;

barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;

barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan.

barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan,
misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis
pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai
seperti komponen bekas.

el oo~ g1l
sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan
harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai
pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
terakhir diperoleh.  (sepanjang dapat di-identifikasi-kan biaya lain-lain
dapat menambah biaya perolehan)

sebesar biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang
dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi
bahan menjadi persediaan.

nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

Pasal 20

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
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Pasal 21
Investasi jangka pendek Pemerintah harus memenuhi karakteristrik sebagai
berikut
a. dapat segera dicairkan/ diperjual belikan;
b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c. beresiko rendah.
Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain
a. deposito berjangka 3 bulan s/d 12 bulan;
b. pembelian obligasi/surat hutang negara (SUN) jangka pendek; dan
c. investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek di catat sebesar nilai nominal

Pasal 22
Investasi jangka panjang terdiri dari :
a. investasi non permanen
b. investasi permanen
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan yang diharapkan akan berakhir dalam
jangka waktu tertentu, terdiri dari:
a. pemberian pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah;
b. pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
c. investasi dalam bentuk dana bergulir;
d. peyertaan modal dalam proyek pembangunan yang menghasilkan; dan
e. investasi permanen lainnya.
Investasi permanen adalah investasi jangka pajang yang dimaksudkan utk
dimiliki secara berkelanjutan mempunyai masa investasi 12 (dua belas) bulan
yg terdiri dari:
a. penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga
keuangan negara beserta badan hukum lainnya.

b. investasi permanen lainnya.

Pasal 23
Pencatatan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal dengan

mempertimbangkan tingkat kepemilikan sebagai berikut :
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a. tingkat kepemilikan dibawah 20% (dua puluh perseratus) dicatat
berdasarkan harga perolehan (cost method)

b. tingkat kepemilikan antara 20% (dua puluh perseratus) dampai 50% (lima
puluh perseratus) dinyatakan sebesar harga perolehan ditambah
(dikurangi) dengan bagian laba/rugi perusahaan asosiasi dan deviden
yang diterima akan mengurangi jumlah penyertaan (equity method)

c. tingkat kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dikonsolidasi.

Perbedaan antara harga perolehan penyertaan dan nilai buku aktiva bersih

perusahaan dicatat sebagai “Selisih lebih harga perolehan atas nilai buku”

dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24
Aset tetap adalah aset berujud yg mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau
dimanfaatkan masyarakat umum yang terdiri dari : tanah, peralatan da mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan
kontruksi dalam pengerjaan.
Aset tetap dinyatakan menurut harga perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan dan, kecuali untuk tanah.

Pasal 25
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap yang dimiliki atau diperoleh
dengan maksud untuk digunakan dalam operasional Pemerintah dan dalam
kondisi siap digunakan .
Termasuk ke dalam akun tanah adalah tanah yang digunakan untuk
bangunan, jalan ,irigasi dan jaringan
Tanah dinilai dengan biaya perolehan.
Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai.
Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang

dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
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Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga

taksiran pada saat perolehan.

Pasal 26
Peralatan dan mesin mencakup
a. alat-alat berat/besar;
b. alat-alat angkutan;

alat-alat bengkel dan alat ukur;

& o

alat-alat pertanian dan peternakan;
alat-alat kantor dan rumah tangga;
alat-alat studio dan komunikasi;

alat-alat kedokteran;

TR oe

alat-alat laboratorium; dan

alat-alat keamanan.

Peralatan dan mesin dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan
dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi
nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa
konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi

berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

Pasal 27

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli

~atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Gedung dan bangunan meliputi :
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a. Bangunan; dan

b. Monumen.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan
biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan
meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan, serta jasa konsultan.

Pasal 28
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dikuasai oleh Pemerintah dalam
kondisi siap digunakan.
Jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari :
a. jalan dan jembatan
b. bangunan air/irigasi
c. instalasi
d. jaringan
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai
siap pakai.
Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya
lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui
kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa

konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
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(6) Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara

)

)

3)

4

(1)

(2
3)

swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari
meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran

bangunan lama.

Pasal 29
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan.
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak
meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan,
serta biaya perizinan.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola
meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya
bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan

pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pasal 30

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai

seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola

meliputi:

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang
mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan,
pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya
rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan

kegiatan konstruksi; dan
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b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat

dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya
rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang
dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan

seperti biaya inspeksi.

(4) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi

&)

meliputi:

a.

termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;

kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal
pelaporan; dan

pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga

sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Perlakuan akuntansi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dibiayai dari

pinjaman ditentukan sebagai berikut:

a.

jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal;

jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi tidak boleh melebihi
jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode bersangkutan;

apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang
bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;

apabila pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan
oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang
dibayarkan selama masa pemberhentian sementara, pembangunan
konstruksi dikapitalisasi;

kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis

pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
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f. biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, hanya
dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;

g biaya pinjaman yang dimaksud di atas adalah biaya bunga dan biaya
lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pinjaman dana. Biaya pinjaman
yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi
suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian
dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

a. konstruksi yang secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pasal 31
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
a. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan dapat digunakan
untuk aktivitas pemerintah dan atau pelayanan publik.
b. Jumlah produksi atau unit serupa yang di harapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan atau pelayanan publik.
Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus dengan
tarif sebagai berikut :

a. gedung dan bangunan :

1. permanen 2%
2. semi permanen 4%
3. darurat 10%
b. peralatan dan mesin 20%
c. jalan, irigasi, dan jaringan 5%
Paragraf Ketiga
KEWAJIBAN
Pasal 32

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah
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dilakukan  untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang
dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban
timbul.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari
kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan

dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Paragraf Keempat
EKUITAS DANA
Pasal 33

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara
aset dan utang Pemerintah.
Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas

Dana Investasi.

Bagian Kelima
KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ALIRAN KAS
Pasal 34

Laporan aliran kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama periode akuntansi, serta
saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi.

Aliran kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi,

aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran (Urusan Kas dan

Perhitungan).

Pasal 35
Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi.
Aliran bersih kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan
dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas

operasional.
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Aliran kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari

penerimaan :
a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan dari dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Aliran kas keluar dari aktivitas operasi terdiri dari
a. belanja administrasi umum

b. belanja operasi dan pemeliharaan

c. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

d. belanja tidak tersangka

Pasal 36
Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan
aktiva tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi

pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.

Aliran kas masuk dari aktivitas investasi diperoleh dari pendapatan atas

pelepasan/penjualan aktiva tetap.

Aliran kas keluar dari aktivitas investasi diperoleh dari pembelian aktiva

tetap atau belanja modal.

Pasal 37
Aktivitas pembiayaan adalah penambahan atau pengurangan sumber
dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk

memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Aliran kas masuk dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

a. penerimaan pinjaman dan obligasi;
b. transfer dari dana cadangan;

penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan

134

d. penjualan investasi jangka panjang.

Aliran kas keluar dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
a. pembayaran pokok pinjaman dan obligasi;
b. transfer ke dana cadangan; dan

c. penyertaan modal (investasi jangka panjang).
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Pasal 38

(1) Aktivitas non anggaran adalah aktivitas keuangan pemerintah yang
tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini
terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh
Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

(2) Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan
Pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik
pihak ketiga. Transaksi non anggaran berasal dari Urusan Kas dan

Perhitungan.

(3) Transaksi non anggaran meliputi :

a. Penerimaan Urusan Kas dan Perhitungan
Penerimaan UKP yaitu penerimaan kas daerah yang berasal dari
potongan pembayaran, seperti pajak penghasilan, potongan Taspen,

Askes, Taperum dan potongan untuk pihak ketiga lainnya.

b. Pengeluaran UKP
Pengeluaran UKP yaitu pengeluaran kas daerah untuk penyetoran

pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

kepada pihak ketiga yang berhak.

Pasal 39

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah akan ditindaklanjuti dengan jurnal
standar, panduan teknis terhadap beberapa pos tertentu dan pedoman penyusunan
laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IIT
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua pencatatan trnsaksi dan
pelaporan keuangan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

berpedoman pada Peraturan ini.
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Pasal 41
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di  : Padang P?ﬁ\‘g
pada tanggal  :_26 Oktoffer 7009 M

1 Vaulgagdalf 1430 1

WALIKOTA PADANG PANJANG/@()'
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Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal - 26 Qktober 2009 M
? DZLlVi&Lfdo.h 1430 H
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